
WALIKOTA IMOJ'OKERTO .. 

SA.LIN 

PERATURAN WALIKO'TA M9JOKERTO 
I . 

NOMOR 1 TAHUN 2007 

tENTANG 
I I 

PENGGUNAAN ANGGARAN PENOAPATAN DAN BElANJA DAERAH 
I ' 
I 

TAHUN i,\NGGAI� 2007 
I 

I 
I 

WAL.H(Oi9"A MO.�OKERTO 

Menimbang 

Mengingat 

I 

a. bahwa $8Sual ,etentuan Paeal 187 Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tenJang Pemerfntahan Oaerah, Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 

I . I . 

2007 masih dalam pro�es pembahaean, sehlnggt, belum dapat 
dltetapkan sam�i batat waktu yang dltentukan, oleh �nya 
untuk menjeg, kelanearan penyetenggaraan Pemerintah•n. 
pembangunan �n pe'layanan kepada maayarakat dlpendang 
pertu untuk �ra men�ambil kebljaklanaan. 

b. bahwa berdaaa�n pertlmblngan sebagaimana dlmalcsud pada 
huruf a, pertu rineneta�kan Penggunaan Anggaran Pendapatan 

I • 

dan BelanJa O.erah Tahun Anggaran 2007 dengan Peraturan 
Waffkota. 

! 
1. Undang-Undan� Nomor 17 Tahun 19SO tentang Pembentukan 

Daerah Kota �I dalam Llngkungan Propinaf Jawa Timur/Jawa 
' 

Tengah/ Jawa �rat : 
I 

2. Undang-Undan" Nomor. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Sangunan (Lem�ran Negara Tahun 1885 Nomor ea, Tambahan 
Lembaran Negera N·ornor 3312) sebegaimana telah diubah 

I 

dengan Undang .. Undar_g Nomor 12 Tahun" 1994 (Lembaran 
. I 

Negara Tahunl 1994 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara 
I 

Nomor 3569.) : 
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3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomur 34 Tahun 2000 
(Lembaran Negara Tahun ?OOO Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4048) ; 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 
Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ; 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, 
T ambahan lembaran Negara Nomor 3851) ; 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4286) ; 

7. Undang-Undar.g Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4355) ; 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ; 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4400) ; 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor4421); 

1 I. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan . Daerah menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ; 
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12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pernerntan Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara fahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lemharan Negara Nomor 4438) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto 
(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3242) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 11"8, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4138) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4139); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara 
Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4540); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4502); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara T ahun 2005 Nomor 
49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4574); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 

I •. 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576); 



Menetapkan 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Tabun 2005 Nomor 139, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4577); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4585); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4593); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4614); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Penc'apatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2007; 

29. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2005 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2006 

30. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2006. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTt\NG PENGGUNAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN I BELANJA DAERAH TAHUN 

'• 
ANGGARAN 2007 
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Pasal 1 

Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Pendapatan 

Daerah dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006. 

Pasal2 

(1) Walikota dalam menjalankan roda pemerintahan dapat 

melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya 

sebesar Anggaran Pendapatan dan Bdanja Daerah tahun 

Anggaran 2006. 

(2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk: 

a. Belanja yang bersifat mengikat, yaitu belanja yang 

dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan 

dalam jumlah yang cukup untuk keperluan settap bulan 

dalam Tahun Anggaran 2007 seperti belanja pegawai, 

belanja barang dan jasa ; 

b. Belanja yang bersifat wajib, yaitu belanja untuk terjaminnya 

kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar 

masyarakat antara lain pendJikan dan kesehatan dan/atau 
melaksanakan kewajiban kepada pihak Ketiga. 

Pasal 3 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 berpedoman pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2006 yang 

selanjutnya akan diperhitungkan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja T ahun Anggaran 2007 setelah ditetapkan. 

-, 
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Pasal4 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan 
dari Gubemur Jawa Timur. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam 
Berita Daerah Kota Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 

pada tanggal 3 Januari 2007 

WALIKOTA MOJOKERJO 

Cap. ttd. 

ABDULGANISOEHARTONO 

Disahkan dengan Keputusan Gubemur Jawa Timur tanggal 13 Pebruari 2007 Nomor 44/P 
Tahun 2007 

an. GUBERNUR JAWA TIMUR 
Sekretaris Daerah 

Cap.ttd 

Dr. H. SOEKARWO. S.H .• M Hum. 
Pembina Utama Madya 

NIP. 510 059 484 

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2007 Ser; A pada tanggal 14 
Pebruari 2007 Nomor 1 /A 

r,� . an. WALIKOTA MOJOKERTO 
Sekretaris Daerah Kota 

Cap.ttd 

Ir. SUYITNO. MSi 
Pembina Utama Muda 

NIP. 080 070 846 

Sesuai dengan yang asli, 
TA MOJOKERTO 

.. 

bina Utama Muda 
NIP. 080 070 846 


